
  

 

                                                                                                                      

 

 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 32 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 50 TAHUN 2023                   
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA              
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional dan sebagai 

pedoman serta tertib administrasi pelaksanaan dan 
penatausahaan perjalanan pimpinan dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, telah dibentuk Peraturan Bupati 

Bogor Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 
Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 
dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian 
Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 

900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024 

mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional, sejak tanggal 8 
Oktober 2024 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku, sehingga Peraturan 
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 

50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950  Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 6856); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 6847); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 907); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
BUPATI BOGOR NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG TATA 
CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

  Pasal 1 

  Dengan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bogor Nomor 

50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 50), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  Pasal 2 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
   

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

   

    Ditetapkan di Cibinong 

    pada tanggal 9 Oktober 2024 

    Pj. BUPATI BOGOR, 

 
ttd. 

 

BACHRIL BAKRI 

Diundangkan di Cibinong  

pada tanggal 9 Oktober 2024  

  

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

  
ttd.  

  

SURYANTO PUTRA  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2024 NOMOR 32  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 

ADI MULYADI 


